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ABSTRAK 

Perlindungan hukum di indonesia terhadap pengusaha yang terkena praktik 

trademark squatting yang menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil, 

terutama dalam kasus GOTO, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran 

merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, pengaturan 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang 

kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal 

Pasal 83 Ayat (1), hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, 

dan Pasal 10 bis. Serta TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) 

dan (3) dan pasal 15 Ayat (1). Implementasi perlindungan hukum dengan 

membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya 

hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Pengadilan Niaga menyatakan 

menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan 

mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek 

dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek 

terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan 

terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI 

memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk 

menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 

sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. 

Berdasarkan keputusa diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 

dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A. 
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Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Trademark 

Squatting. 

ABSTRACT 

Legal protection in Indonesia for entrepreneurs affected by trademark squatting 

practices which cause material and non-material losses, especially in GOTO cases, 

according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical 

Indications. The research results show that trademark registration is carried out in 

bad faith to exploit the fame of other brands, regulated in Law Number 20 of 2016, 

namely Article 21 Paragraph (1), (2), and Paragraph (3) which is then continued 

with Article 76 Paragraph (1), (2), and (3) up to Article 83 Paragraph (1), 

international law such as the Paris Convention in Article 6 bis, and Article 10 bis. 

And the TRIPS Agreement also regulates article 16 paragraphs (2) and (3) and 

article 15 paragraph (1). Implementation of legal protection by canceling 

trademark registrations carried out in bad faith and other legal remedies for 

aggrieved rights holders. The Commercial Court stated that it rejected PT TFT's 

lawsuit. In this decision, the court stated that it granted the exception regarding the 

authority to judge submitted by Gojek and Tokopedia. The legal action for filing a 

lawsuit for the cancellation of a registered mark which violates the rights of the 

owner of an unregistered mark is to first submit an application to the Minister, 

namely the DJKI, where the DJKI gives a decision that Gojek and Tokopedia have 

the right to use the GOTO mark for the class of goods and services Number 9.36 , 

and 39 while the other part, namely in class 42, is a right for PT. TFT. Based on the 

decision above, it is in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 

concerning Marks and Geographical Indications in Articles 20 and 21, in this case 

especially Article 21 Paragraph 1 Letter A.  

Keywords: Legal Protection, Trademark Registration, Squatting Trademark. 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pendaftaran merek di dunia, dikenal 2 sistem pendaftaran yaitu 

sistem deklaratif (first to use) dan sistem konstitutif (first to file). Sistem 

pendaftaran yang dianut di Indonesia sendiri adalah sistem konstitutif atau first 

to file. Hal tersebut berarti, bagi suatu merek untuk memperoleh perlindungan 

hukum harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran merek dengan 

sistem seperti demikian tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa 

hak yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan itikad buruk demi keuntungan 

pribadinya. Salah satu praktik pendaftaran dengan itikad buruk yang dapat 

terjadi adalah trademark squatting. Secara sederhana trademark squatting dapat 
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diartikan sebagai praktik untuk mendaftarkan merek-merek atas produk-produk 

baik barang atau jasa yang belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian 

memperjualbelikannya kepada pemilik merek sebenarnya. 

Biasanya, pelaku Trademark Squatting yang biasa disebut sebagai 

trademark squatters akan menunggu pemilik merek yang sebenarnya untuk 

masuk dan melakukan usaha di negara tersebut, kemudian para pelaku trademark 

squatters tersebut akan mengancam untuk mengajukan tuntutan pelanggaran 

merek kepada pemilik sebenarnya dari merek tersebut dengan dalil bahwa sang 

pelaku trademark squatter itu adalah pemilik yang sah dari merek tersebut di 

negaranya. 

Adapun korban dari trademark squatting di luar negeri adalah merek-

merek terkenal yang sudah terdaftar di negara asalnya namun belum terdaftar di 

negara tempat trademark squatting terjadi. Salah satu contoh trademark squatting 

terjadi di negara Tiongkok saat perusahaan teknologi asal Amerika Serikat 

berupa iphone hendak mendaftarkan merek Apple. Pendaftaran Apple ditolak 

dengan alasan telah terlebih dahulu didaftarkan oleh perusahaan lokal Tiongkok. 

Kasus serupa juga dialami oleh perusahaan asal Amerika Serikat yang terkenal 

dengan produk kopi berikut gerainya yaitu Starbucks Corporation. Merek 

Starbucks didaftarkan oleh seorang trademark squatters di Rusia sehingga 

Starbucks Corporation tidak bisa lagi menggunakan merek dagangnya tersebut 

di Rusia. 

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang mana akan ditelaah lebih dalam 

pada peneliti yakni mengenai kasus engketa merek dagang masih terus 

berlangsung antara PT Terbit Financial Technology (pemilik merek GOTO) 

melawan Gojek dan Tokopedia (pemilik merek GoTo). Terbit Financial bergerak 

lebih dulu, dari melaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya, sampai 

menggugat secara perdata di pengadilan. Gugatan tersebut didasari akibat 

kerugian formiil yakni hilangannya investasi Rp 150 miliar dengan salah satu 

investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di Terbit Financial. 

Investor tersebut tak jadi berinvestasi karena baru tahu kalau Gojek dan 

Tokopedia menggunakan nama GoTo saat pengumuman merger 17 Mei 2021. 
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Pada akhirnya, Terbit Financial sempat mengirimkan somasi ke Gojek 

dan Tokopedia pada 23 Juni 2021 yang intinya meminta kedua perusahaan 

menghentikan penggunaan nama hasil merger tersebut. Hingga akhirnya Gojek 

dan Tokopedia lalu menggandeng pengacara kondang, Juniver Girsang, 

menghadapi laporan tersebut bahkan menyatakan akan mengambil langkah 

hukum terukur terhadap Terbit Financial dan siapapun yang berniat buruk. Inti 

dari sengketa ini adalah saling klaim merek. Terbit Financial menyatakan merek 

GOTO yang mereka miliki sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. 

Praktik ini sering menimbulkan masalah hukum dan etika karena dapat 

merugikan pemilik merek asli. Dalam perspektif hukum Islam, yang berakar 

pada prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak individu, trademark 

squatting dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar 

hukum syariah. Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan (al-'adl). 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah ayat 8: 

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 

terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

Sebagaimana menurut Suci Lestari, Annalisa Y, dan Muhammad 

Syaifuddin dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi 

Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia, 

Perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang merek berdampak positif pada 

pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini berdampak bagi para pelaku industri 

kreatif untuk berinvestasi dalam merek mereka, meningkatkan kepercayaan 

konsumen, dan mendorong inovasi. Dalam konteks global, perlindungan merek 

membuka pintu bagi ekspansi bisnis ke pasar internasional. Namun, tantangan 

tetap ada, termasuk penegakan hukum yang efektif dan kesadaran akan hak-hak 
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merek. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemegang 

merek sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif 

dalam memajukan ekonomi kreatif Indonesia. Sejalan dengan pokok-pokok 

pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Mengalami Trademark 

Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis. 

 

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pemarparan tersebut, peneliti menelaah secara mendalam 

beberapa pokok permasalahan yakni: 

1. Bagaimana pengaturan trademark squatting menurut UU Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami 

trademark squatting menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis? 

3. Bagaimana Penyelesaian Sengeketa terhadap pemilik merek yang mengalami 

trademark squatting menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis? 

 

III. PEMABAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

A. Pengaturan Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis mengatur secara komprehensif perlindungan merek di Indonesia, 

termasuk upaya untuk melawan praktik trademark squatting. Berikut adalah 

beberapa pasal penting yang mengatur perlindungan merek dari praktik 

tersebut: 

1. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a: “a. Permohonan ditolak jika Merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. 

Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi 
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persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.” Berdasarkan 

pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Merek tidak dapat 

didaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu; 

2. Pasal 21 Ayat (2): “Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a- 

merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau 

menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol 

atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c. 

merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”. Merek tidak dapat 

didaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

3. Pasal 21 Ayat (3): “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon 

yang beriktikad tidak baik.” Pendaftaran merek dapat ditolak jika merek 

tersebut diajukan dengan itikad tidak baik. Ini adalah dasar hukum yang 

kuat untuk melawan trademark squatting, karena pihak yang 

mendaftarkan merek dengan itikad buruk dapat dikenai sanksi dan 

pendaftarannya dapat dibatalkan. 

4. Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3): “Gugatan pembatalan Merek terdaftar 

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 danlatau Pasal 21”. Pemilik 

merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar 

jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut didaftarkan dengan 

itikad tidak baik. Yang kemudian dilanjutkan oleh ayat (2) menyatakan 

bahwa: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan 

kepada Menteri.” Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa: 
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“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap 

pemilik Merek terdaftar.” 

5. Pasal 83 Ayat (1): “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi 

Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua 

perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” Pemilik 

merek terdaftar atau pihak yang mempunyai kepentingan dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang menggunakan merek 

dengan itikad tidak baik. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: “Gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik 

Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.” 

Selain UU Nomor 20 tahun 2016 terdapat peraturan internasional 

lainny yang diratifikasi oleh Indonesia yakni Paris Convention adalah salah 

satu perjanjian internasional utama yang melindungi hak kekayaan 

intelektual, termasuk merek dagang. Beberapa ketentuan yang relevan untuk 

melindungi merek dari trademark squatting antara lain: 

1. Pasal 6 bis: Menyediakan perlindungan untuk merek terkenal, bahkan 

jika merek tersebut tidak terdaftar di negara yang bersangkutan. Negara-

negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek 

yang merupakan tiruan dari merek terkenal milik pihak lain;  

2. Pasal 10 bis: Melarang persaingan tidak jujur, termasuk segala tindakan 

yang menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah ada, yang 

sering terjadi dalam kasus trademark squatting. 

Selain, Paris Convention terdapat peraturan lainnya baerupa TRIPS 

Agreement, yang merupakan bagian dari perjanjian WTO, juga 

menyediakan perlindungan signifikan terhadap trademark squatting: 

1. Pasal 16 Ayat (2) dan (3): Menyatakan bahwa merek terkenal harus 

dilindungi dari penggunaan tanpa izin dan mendaftarkan merek yang 

identik atau mirip pada barang atau jasa yang sejenis maupun tidak 
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sejenis, jika penggunaan tersebut akan menunjukkan hubungan antara 

barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terkenal;  

2. Pasal 15 Ayat (1): Menyatakan bahwa merek dapat mencakup setiap 

tanda yang dapat membedakan barang atau jasa satu perusahaan dari 

perusahaan lain, yang membantu melindungi pemilik merek dari 

pendaftaran oleh pihak lain yang tidak berhak. 

Selain undang-undang dan perjanjian internasional tersebut, ada 

beberapa regulasi dan mekanisme tambahan yang dapat digunakan untuk 

melawan trademark squatting: 

1. Protokol Madrid : Indonesia telah menjadi anggota Protokol Madrid 

yang memudahkan pendaftaran merek secara internasional. Ini 

memberikan pemilik merek cara yang lebih efisien untuk melindungi 

merek mereka di berbagai negara; 

2. WIPO (World Intellectual Property Organization): WIPO menyediakan 

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dapat digunakan 

untuk menangani kasus trademark squatting di tingkat internasional. 

Perlindungan hukum terhadap praktik trademark squatting di 

Indonesia dan dalam perspektif internasional sangat penting untuk 

memastikan keadilan dan melindungi hak-hak pemilik merek yang sah. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia menyediakan landasan 

hukum yang kuat untuk melindungi merek dari pendaftaran dengan itikad 

buruk. Di tingkat internasional, Paris Convention dan TRIPS Agreement 

memberikan perlindungan tambahan dan membantu menciptakan kerangka 

kerja global yang mendukung perlindungan merek yang adil. Melalui 

kombinasi regulasi nasional dan internasional ini, pemilik merek memiliki 

alat yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah praktik 

tidak adil seperti trademark squatting. 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek yang Mengalami 

Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya 

untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hak 
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eksklusif ini mencakup hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek 

yang sama atau mirip untuk barang atau jasa yang sejenis, yang dapat 

menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Setelah merek terdaftar, 

pemilik merek memiliki hak untuk melindungi mereknya dari pelanggaran. 

Pelanggaran merek terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang sama 

atau mirip tanpa izin, sehingga menimbulkan kebingungan atau kesan bahwa 

ada hubungan komersial antara pelanggar dan pemilik merek. Untuk 

melindungi mereknya, pemilik merek dapat mengambil tindakan hukum, 

seperti: 

1. Tindakan administratif: Mengajukan keberatan atau penolakan terhadap 

pendaftaran merek yang dianggap mirip atau identik; 

2. Tindakan perdata: Mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian 

penggunaan merek yang melanggar di pengadilan; 

3. Tindakan pidana: Mengajukan laporan kepada pihak berwenang jika 

pelanggaran merek dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan 

kerugian yang signifikan. 

Implementasi terkait perlindungan hukum merek di Indonesia 

Perlindungan hukum merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-

undang ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk 

perlindungan merek di Indonesia. Beberapa aspek implementasi 

perlindungan hukum merek di Indonesia diantaranya tertuang dan dijabarkan 

menjadi empat hal sebagaimana berikut. 

Pertama, berkaitan erat dengam Pendaftaran Merek. Pemegang 

merek dapat mendaftarkan merek mereka di Kantor Merek yang berada di 

bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek 

tersebut dalam perdagangan dan memberikan dasar hukum untuk menuntut 

pelanggaran hak merek. Kedua, Pelanggaran Merek yakni Undang-undang 

merek Indonesia mengatur pelanggaran merek dan memberikan hak kepada 

pemilik merek untuk melindungi merek mereka dari penggunaan ilegal atau 

pemalsuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka 
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melindungi para pemegang merek dalam hak-haknya. Ketiga, Adanya proses 

Penegakan Hukum terhadap Merek, Oleh sebab itu Pemerintah dan lembaga 

penegak hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan 

hukum merek. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku pelanggaran 

merek. Keempat, Adanya Perlindungan Merek Internasional. Indonesia 

sendiri merupakan anggota dari berbagai perjanjian internasional yang 

mengatur hak merek, termasuk Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) yang dikelola oleh Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO). Ini memungkinkan pemegang merek Indonesia untuk 

melindungi merek mereka di pasar internasional. Sehingga bukan hanya 

mendapatkan perlindungan secara nasional saja melainkan melindung 

pemegang hak pada kegiatan impor dan ekspor yang melibatkan merek 

mereka terhadap penyalahgunaan merek dan pemalsuan merek tersebut. 

 

C. Penyelesaian Sengeketa Terhadap Pemilik Merek yang Mengalami 

Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

Kasus trademark squatting antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit 

Financial Technology menyoroti pentingnya niat baik dalam pendaftaran 

merek dan perlindungan hukum yang ketat terhadap pemilik merek yang sah. 

Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan serius 

dalam menindak praktik-praktik pendaftaran merek dengan itikad buruk, 

sekaligus memberikan panduan bagi entitas bisnis tentang pentingnya 

pendaftaran merek yang sah dan beritikad baik. putusan ini menunjukkan 

bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara gugatan karena tidak 

terdapat pelanggaran hak merek yang signifikan. Meskipun PT Terbit 

Financial Technology telah mendaftarkan merek GOTO lebih dahulu, 

perbedaan antara merek GOTO dan GoTo yang dimiliki oleh Gojek dan 

Tokopedia cukup signifikan, termasuk warna, huruf kapital, dan desain. 

Dengan demikian, pengadilan tidak menemukan adanya pelanggaran hak 

merek yang signifikan dan tidak berwenang mengadili perkara gugatan. 

Berdasarkan hasil analisis peneliti gugatan yang diajukan oleh PT 

Terbit Financial Technology terdapat dua poin yang mengakibatkan cacat 
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formil (Putusan Nomor 71/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst) 

adalah sebagai berikut: 

1. Gugatan yang dibuat kabur karena telah mencampurkan adukan antara 

gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek yang 

menyebabkan gugatan yang dilayangkan oleh pihak PT. TFT mengalami 

(Obscuur lible) yang berarti gugatan mengalami kekaburan atau tidak 

jelas. 

2. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang PT Terbit 

Financial Technology meminta hakim agar menolak permohonan 

pendaftaran merek milik Gojek-Tokopedia (Pada saat itu statusnya 

masih dalam proses permohonan). Karena masih dalam proses 

permohonan, maka yang berwenang untuk menerima atau menolak 

permohonan pendaftaran merek adalah DJKI dan tidak resmi 

Pengadilan Niaga. Sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk 

memutuskan menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan 

oleh Gojek Tokopedia. Karena gugatan yang diajukan oleh PT Terbit 

Financial Technology dinilai cacat formil sehingga membuat 

gugatannya tidak dapat diterima. Artinya, PT Terbit Financial 

Technology masih dapat mengajukan gugatan ulang atau memperbaiki 

gugatannya. 

3. Gugatan kurang pihak (pluris litis consortium) karena tidak ikut menarik 

PT. Midtrans, PT. Paket Anak Bangsa, PT. Yans Sumber Segar, PT. Bank 

Sinarmas, Tbk. dan SPAR International sebagai pihak dalam perkara a 

quo. maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang telah dsebutkan di 

atas sebagai pihak, dimana secara sadar dan tegas didalilkan sendiri oleh 

PT. TFT dalam gugatan perkara a quo, jelas menyebabkan adanya 

kronologis dalam posita yang terputus. 

4. Tuntutan ganti rugi oleh PT. TFT tidak nyata dan riil. PT. TFT hanya 

mengatakan telah kehilangan pemasukan dan menyampaikan potensi 

profit yang akan diterima oleh PT. TFT sebagai dasar kerugian materil 

sebesar sebesar Rp. 1.836.926.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga 

puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta Rupiah) tanpa 
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menguraikan lebih rinci kerugian materil tersebut. Adapun PT. TFT 

mendalilkan telah mengeluarkan investasi dengan nilai sejumlah Rp 

58.000.000.000 (lima puluh delapan miliar Rupiah) yang kemudian 

dijadikan salah satu komponen kerugian materil. Terkait hal ini, PT. TFT 

gagal dalam menjabarkan investasi apa yang telah dilakukan Penggugat 

yang berkaitan langsung dengan perkara a quo. 

Dalam hal penyelesian sengketanya, setelah menjalani banyak 

proses Sidang pertama pun digelar. Selama kurang lebih 219 hari diproses 

secara hukum dan melalui 17 kali sidang, akhirnya Pengadilan Niaga 

menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan 

menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang 

diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. "Pengadilan Niaga tidak berwenang 

mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek Nomor 

71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst," bunyi salah satu putusan 

tersebut. pengadilan memutuskan untuk menghukum penggugat, dalam hal 

ini PT Terbit Financial Technology, untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 2.500.000,00. 

Menanggapi hal ini Direktur Merek dan Indikasi Geografis 

menjelaskan bahwa keputusan DJKI memberikan sebagian merek barang/jasa 

kepada ‘GoTo’ pada Gojek dan Tokopedia yang teregistrasi dengan nomor 

IDM000936923 karena merek yang didaftarkannya itu berbeda dari PT Terbit 

Financial Technology. “Diterimanya merek GoTo milik Gojek dan Tokopedia 

untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari merek GOTO milik 

PT Terbit Financial Technology.” Kendati demikian, merek GoTo tidak bisa 

dikuasai Gojek dan Tokopedia sendirian sebab tidak semua jenis barang 

dan/atau jasa diberikan untuk kedua unicorn tersebut. 

Ada beberapa permohonan pelindungan barang/jasa merek yang 

ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan dengan milik PT Terbit 

Financial Technology. Jadi, tidak semua jenis barang dan/atau jasa yang 

diajukan Gojek dan Tokopedia untuk merek GoTo dikabulkan hanya kelas 9, 

36, dan 39 saja yang dikabulkan sedangkan untuk PT. Terbut Financial 

Tecnology diberikan pada kelas 42. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada 

Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A. adapun 

dalam kasus ini pihak Ditjen HKI lebih mengedepankan asas first to file. 

Pihak Ditjen HKI menyadari bahwa teori tersebut belum efektif akan tetapi 

juga memberikan hukuman secara tidak langung kepada pihak Gojek dan 

Tokopedia untuk segera mendaftarkan mereknya agar tidak terjadi hal serupa. 

Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran etika bisnis ini terlihat 

jelas dalam kasus antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit Financial 

Technology, Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Secara 

normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan aturan untuk 

perlindungan merek, termasuk pencegahan terhadap tindakan yang 

merugikan pemilik merek yang sah. Undang-undang ini memberikan hak 

eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi 

mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Dalam kasus 

trademark squatting, pelaku sering kali mendaftarkan merek terkenal yang 

belum didaftarkan di wilayah tertentu dengan tujuan untuk menjual merek 

tersebut kepada pemilik sebenarnya dengan harga yang sangat tinggi. 

Meskipun tindakan ini mungkin belum melanggar ketentuan hukum formal 

karena adanya celah dalam proses pendaftaran merek, tindakan ini jelas 

melanggar prinsip kejujuran dan itikad baik dalam berbisnis. 

Teori hukum moral, yang menekankan pada prinsip keadilan, 

kejujuran, dan etika dalam hubungan bisnis, sangat relevan dalam kasus 

trademark squatting. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek 

yang sah, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat dan adil. Etika 

bisnis menuntut setiap pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dan 

kejujuran, serta menghormati hak-hak pihak lain. Praktik trademark squatting 

bertentangan dengan nilai-nilai ini, karena pelaku bertindak dengan niat untuk 

memanfaatkan reputasi dan nilai merek yang telah dibangun oleh pihak lain 

tanpa izin. 

Berdasarkan kasus Gojek Tokopedia melawan PT. Terbit Financial 

Technology, pengadilan memutuskan bahwa pendaftaran merek GOTO oleh 
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PT. Terbit Financial Technology tidak sah dan melanggar hak merek dari 

Gojek Tokopedia. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan 

trademark squatting belum tentu melanggar hukum formal pada saat 

pendaftaran, namun dapat dianggap melanggar hukum setelah ditinjau lebih 

lanjut berdasarkan bukti dan niat di balik pendaftaran tersebut. Pengadilan 

melihat adanya niat tidak baik dan pelanggaran etika bisnis dalam pendaftaran 

merek oleh PT. Terbit Financial Technology, sehingga memberikan 

perlindungan hukum kepada Gojek Tokopedia sebagai pemilik merek yang 

sah. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang 

mengalami trademark squatting berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dilihat dari 

perspektif hukum formal dan moral. Meskipun mungkin ada celah dalam 

hukum yang memungkinkan tindakan trademark squatting terjadi, prinsip 

etika bisnis dan kejujuran harus tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan 

hukum terkait perlindungan merek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

persaingan usaha tetap sehat dan adil, serta untuk melindungi hak dan 

investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek yang sah. 

Selain itu, untuk melihat adanya unsur kesengajaan atau tidak oleh 

PT. Terbit Financial Technology, maka dapat dibuktikan dengan runutan 

penggunan maupun background checking dari penggunaan merek yang 

dilakukan oleh perushaaan atau background checking pada prestasi atau 

trackrecord perusahaan Gojek Tokopedia dengan PT. Terbit Financial. Serta 

dapat melihat keaktifan dari penggunaan merek tersebut siapakah diantara 

kedua belah pihak tersebut yang benar-benar membutuhkan dan 

menggunakan secara aktif terkait merek yang digunakan. Selain itu, dalam 

proses pendaftaran terdapat pemeriksaan subtantif dari sanalah pihak Ditjen 

HKI memiliki peran untuk melakukan pengecekan mengenai indikasi 

penggunaan merek tersebut apakah ada unsur kesengajaan terhadap 

pendaftaran merek terbut atau tidak. Namun, pada faktanya Ditjen HKI tidak 

melakukan tugasnya dengan baik sehingga kerap kali menjadi turut tergugat 

dalam kasus sengketa merek karena tidak teliti dan hati-hati. Untuk itu, 

pencegahan adanya fenomena mafia merek atau kartel merek dapat diatasi 
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lebih cepat apabila pihak Ditjen HKI dalam melakukan periksaan dengan 

kehati-hatian dan juga teliti. 

Adapun penolakan hakim pada gugatan tersebut didasarkan pada 

bukan kewenangan Pengadilan Niaga secara absolute karena pihak Ditjen 

HKI belum menyatakan secara sah bahwa merek tersebut terdaftar dan 

memiliki hak. Sedangkan dalam kasus Gojek Tokopedia ini pendaftarannya 

masih dalam proses yang mana kewenangannya milik Menteri terkait atau 

Ditjen HKI sebelum mengajukan pembatalan ke Pengadilan Niaga karena 

masih dalam tahap proses pendaftaran yang seharusnya tidak ada sengketa. 

Maka, pada akhirnya Ditjen HKI mengeluarkan keputusan. Maka perlu 

diketahui dalam pendaftaran merek terdapat hak untuk melakukan komisi 

Banding, bahwa penggugat dalam komisi banding merek tersebut merupakan 

pemilik banding. 

Komisi Banding untuk Merek adalah suatu badan yang dibentuk 

untuk menangani sengketa dan banding yang berkaitan dengan pendaftaran 

dan hak atas merek. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, komisi ini 

bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dari keputusan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait penolakan, penghapusan, atau 

pembatalan merek. Komisi Banding untuk Merek biasanya terdiri dari para 

ahli di bidang hukum kekayaan intelektual dan perwakilan dari berbagai 

sektor terkait. Keberadaan komisi ini penting untuk memberikan 

perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik merek dan memastikan 

proses pendaftaran dan perlindungan merek berjalan dengan transparan dan 

adil. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan hingga pembahasan diatas, peneliti 

menarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang ada. Adapun 

kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

1. Tinjauan yuridis mengenai trademark squatting menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup 

pengertian, sejarah, fungsi, jenis, dan sistem pemberian hak atas merek, 

serta syarat pendaftaran, jangka waktu, lisensi, dan klasifikasi barang dan 
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jasa dalam pendaftaran merek di Indonesia. Praktik trademark squatting, 

yakni pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi 

ketenaran merek lain, diatur secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 

yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan 

pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1) 

untuk melindungi hak merek dan melindungi pemilik merek yang sah dari 

pendaftaran tidak sah. Perlindungan hukum terhadap trademark squatting di 

Indonesia sejalan dengan hukum internasional seperti Paris Convention 

pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Selain Paris Convection, TRIPS 

Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) hingga pada pasal 

15 Ayat (1), yang menekankan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran 

merek dan memberikan mekanisme pencegahan serta penindakan terhadap 

praktik semacam itu. 

2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami trademark 

squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis mencakup pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-

prinsip perlindungan hukum merek yang bertujuan melindungi hak 

eksklusif pemilik merek terdaftar. UU ini menerapkan prinsip "First to File" 

yang memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, 

namun juga memperhatikan penggunaan sebenarnya (First to Use) dalam 

sengketa. Implementasi perlindungan hukum termasuk tindakan 

administrative yakni dengan mendaftarkan merek tersebut yang mana 

ketentuannya telah diatur dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2016 dan 

lembaga peradilan menegakkannya dengan membatalkan pendaftaran 

merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi 

pemegang hak yang dirugikan. Hambatan perlindungan hukum dapat 

muncul dari kurangnya bukti atau proses hukum yang panjang. Dalam kasus 

trademark squatting seperti antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit Financial 

Technology, upaya perlindungan hukum dilakukan melalui administrative 

dan juga menggunakan gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi di 

pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek yang disengketakan dan 

menghentikan penggunaan merek oleh pihak yang tidak berhak. 
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3. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan 

tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai 

kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun 

upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang 

melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih 

dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI 

memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak 

untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, 

dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak 

bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusa diatas, sudah sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 

Huruf A. 

 

V. SARAN 

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas peneliti hendak memberikan 

beberapa saran tekait, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap praktik 

trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, disarankan untuk memperkuat 

regulasi dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, meningkatkan 

kesadaran hukum melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis, 

menyederhanakan prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa merek, 

memperluas kerjasama internasional sesuai dengan Paris Convention dan 

TRIPS Agreement, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui 

pelatihan mengenai isu-isu kekayaan intelektual dan praktik trademark 

squatting.  

2. Disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek 

dengan itikad buruk, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku 

trademark squatting, mempercepat penyelesaian sengketa merek, 

meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilik merek, dan 

memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum kekayaan 

intelektual serta birokrasi yang ringkas dalam bentuk perccepatan proses 
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pendaftaran perlu dilaksanakan agar pihak perusahaan berkenan segera 

mendaftarkan mereknya. 

3. Penyelesaian sengketa terhadap pemilik merek yang mengalami trademark 

squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan menggunakan model 

perlindungan gabungan, baik first to file (pendaftar pertama) maupun first to 

use (pengguna pertama). Dalam hal ini, pemilik merek yang tidak terdaftar 

dapat mengajukan upaya hukum dengan menggunakan prinsip perlindungan 

gabungan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. 

Dengan demikian, pemilik merek dapat menghentikan tindakan trademark 

squatting dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. 
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